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ABSTRAK  Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif guna mendorong 

peningkatan investasi kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja, perlu 

diberikan kemudahan, kejelasan dan kepastian hukum baik dalam hal 

prosedur, persyaratan, biaya dan waktu penyelenggaraan pelayanan 

penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sehingga pelayanan publik 

semakin baik dan optimal dan dengan terbitnya Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 

tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka dipandang perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan. 

 Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; 

UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 1971; UU 

No.67 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1981; UU No.3 Tahun 1982; UU No.5 

Tahun 1984; UU No.32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU 

No. 10 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 1999;mUU No.8 Tahun 1999; UU No.28 

Tahun 1999; UU No.2 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana  

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU 

No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.20 

Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 

2011; UU No.17 Tahun 2012; UU No.18 Tahun 2012; PP No.11 Tahun 1962 

sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2004; PP No.16 Tahun 

1976; PP No.36 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan PP No.15 Tahun 1998; PP No.27 Tahun sebagaimana telah 

diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 1992; PP No.38 

Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.1 Tahun 2007; Perpres No. 76 

Tahun 2007; Perpres No. 77 Tahun 2007; Permendag No. 36/M-



DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Permendag No.39/M-DAG/PER/12/2011; Perda Kab. Dati II Semarang No.10 

Tahun 1988; Perda Kab.Semarang No.16 Tahun 2008; Perda Kab.Semarang 

No.6 Tahun 2011. 

 Dalam PERDA ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud 

Dan Tujuan, Penggolongan SIUP, Perizinan, Kewajiban Dan Larangan, Biaya, 

Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pembinan, Pengawasan Dan Pengendalian, 

Pelaporan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan Ketentuan Pidana, 

Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain. 

CATATAN  Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013. 

 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 Penjelasan 28 halaman. 

 


